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Abstrak

Artikel Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa alasan di balik kebijakan pemberian ban-
tuan luar negeri oleh Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan kapasitas
negara-negara anggota Colombo Plan, khususnya dalam konteks kerja sama Selatan-Se-
latan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatif dengan Teori Analisis
Kebijakan Luar Negeri (Foreign Policy Analysis/FPA) serta teknik pengambilan data melalui
dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan bantuan luar
negeri Indonesia didasari oleh kerangka hukum nasional, perubahan status Indonesia men-
jadi Upper Middle Income Country, serta amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam pem-
bangunan global di Kawasan Selatan. Di samping itu, pemberian bantuan ini juga merepre-
sentasikan upaya untuk mendorong kepentingan nasional, seperti memperluas akses
perdagangan dan investasi, memperkuat posisi diplomatik di kawasan Asia Pasifik, serta
menegaskan peran strategis Indonesia dalam mendukung pencapaian Sustainable Devel-
opment Goals (SDGs) melalui skema Kerja Sama Selatan—Selatan.

Keywords: Indonesia, Colombo Plan, bantuan luar negeri, kerja sama Selatan-Selatan dan
Triangular, pengembangan kapasitas.

PENDAHULUAN

Pasca berakhirnya Perang Dunia
Kedua, sistem bipolar yang mewarnai era
Perang Dingin ditandai oleh dominasi
kekuatan Barat, rivalitas antara Amerika
Serikat dan Uni Soviet, serta munculnya
tatanan ekonomi global baru melalui Insti-
tusi Bretton Woods. Selain itu, periode ini
juga diwarnai oleh gelombang dekolonisasi

dan bangkitnya gerakan nasionalisme di

berbagai wilayah, tumbuhnya praktik multi-
lateralisme dalam hubungan internasional,
meningkatnya interdependensi ekonomi
antar negara, serta peran yang semakin
signifikan dari aktor-aktor transnasional da-
lam dinamika politik global (Trinidad, 2014,
him. 2). Dalam pemulihan ekonomi inter-
nasional, Amerika menata ulang Kembali
dengan menggunakan program Marshall
Plan untuk pemulihan di kawasan Eropa

Barat sebagai awal dari perang dingin (The
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Marshall Plan: Dawn of the Cold War,
2025). Dilain sisi, Uni Soviet membentuk
the Council for Mutual Economic Assis-
tance (COMECON) untuk ke-mandirian
ekonomi di kawasan Eropa Timur dalam
mempromosikan perdagangan mereka
(Leon, 1964, him. 19). Kedua kekuatan be-
sar ini menimbulkan tindakan kolektif yang
ditunjukan dari negara dunia ketiga untuk
berkumpul dalam sebuah konferensi di
Bandung, Indonesia pada tahun 1955.

Konferensi yang diadakan di Ban-
dung ini menjadi dasar terbentuknya istilah
yang disebut dengan Kerja sama Selatan —
Selatan. Hasil dari konferensi Adalah Da-
sasila Bandung sebagai bentuk solidaritas
di kawasan Selatan. Perkembangan kon-
ferensi ini menciptakan berbagai transfor-
masi serta penguatan jati diri seperti ter-
bentuknya Gerakan Non-Blok, Kelompok
15, Buenos Aires Plan of Action, Accra
Agenda for Action, High Level Meeting on
Aid Effectiveness, hingga South Summit di
Kuba pada tahun 2000 dan Resolusi PBB
No. 58/220 tentang Pembentukan High
Level Committee on South-South Cooper-
ation yang merupakan kerja sama teknik
antar negara berkembang.

Indonesia berupaya turut aktif da-
lam dunia internasional dalam Kerja Sama
Selatan — Selatan dengan dasar Undang-
Undang No.17 tahun 2007, tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Pemerintah
Indonesia, 2007). Hal ini terlihat untuk

melaksanakan ketertiban dunia dan keadi-

lan sosial yang sesuai dengan amanat kon-
stitusi yang berusaha dipertahankan
secara konsisten. Memperhatikan potensi
dan peluang yang dimiliki, Indonesia mem-
iliki kemampuan untuk mempengaruhi pan-
dangan internasional dalam memper-
juangkan kepentingan nasional serta
mewujudkan visi menjadi negara yang
maju, adil, makmur, dan mandiri. Oleh ka-
rena itu, keterlibatan aktif Indonesia dalam
politik luar negeri serta kerja sama di ting-
kat regional maupun internasional menjadi
sangat krusial. Terutama dalam melihat
dinamika politik dan hubungan inter-
nasional yang terus dinamis dan berubah
secara cepat.

Dalam hal ini, Indonesia menyadari
bahwa bantuan luar negeri merupakan in-
strumen penting dalam diplomasi. Karena
itu, Indonesia menempatkannya sebagai
prioritas dengan berupaya mengukuhkan
peran sebagai new emerging donor melalui
konsistensi dalam pemberian bantuan,
baik berupa kerja sama teknik maupun hi-
bah, sejalan dengan statusnya sebagai
negara middle-income dalam Kerja Sama
Selatan-Selatan (Hutabarat dan Dama-
yanti, 2023, him. 3). Pemerintah Indonesia
membentuk Tim Koordinasi Nasional Kerja
Sama Selatan-Selatan, yang melibatkan
beberapa kementerian terkait, dibentuk
melalui Keputusan Menteri PPN No. 67 Ta-
hun 2011 untuk memperkuat pelaksanaan
kerja sama tersebut. Kemudian disusul
Pada 18 Oktober 2019, Pemerintah Indo-
nesia meresmikan Lembaga Dana Kerja

Sama Pembangunan Internasional



(LDKPI) atau Indonesian AID sebagai in-
strumen diplomasi tangan di atas [1u1] serta
bentuk komitmen dalam memperkuat kerja
sama pada tingkat global maupun regional
(Wakil Presiden RI, 2019). Lembaga ini di-
harapkan dapat memastikan pengelolaan
dana hibah Indonesia berlangsung secara
lebih efektif, efisien, transparan, dan akunt-
abel (Kemlu RI, 2020, him. 67).

Terdapat penambahan unsur Trian-
gular dalam kerja sama Ini menjadi Kerja
Sama Selatan-Selatan dan Triangular
(KSST). Hal ini dilakukan oleh Kemen-
terian Perencanaan Pembangunan Na-
sional keputusan menteri PPN No.51 tahun
2013. Istilah triangular merujuk pada ben-
tuk kerja sama tiga pihak, yang melibatkan
Indonesia sebagai negara pendonor,
negara penerima manfaat, serta lembaga
mitra.(Kemlu, 2023, him. 9). Salah satu mi-
tra Indonesia dalam mengimplementasikan
program ini adalah Colombo Plan.

Colombo Plan merupakan organ-
isasi internasional yang berfokus pada
pemulihan dan penguatan peluang pem-
bangunan ekonomi di Asia-Pasifik, teru-
tama bagi negara berkembang melalui
Kerja sama Selatan — Selatan (The Co-
lombo Plan, 2025). Melalui kerja sama
yang ditandatangani pada tahun 2021
dengan judul Arrangement Between of The
Minister of State Secretariat of The Repub-
lic of Indonesia and The Colombo Plan
Secretariat on South-South and Triangular
Cooperation Programmes. Didalamnya

memuat tentang kerja sama teknis yang

berfokus pada program Inovasi dan mana-
jemen pengetahuan, pem-berdayaan Per-
empuan, industri kecil dan menengah serta
perubahan iklim (Kemensetneg, 2025).

Melalui landasan kerja sama Se-
latan-Selatan dan triangular, Indonesia
berupaya berkontribusi dalam peningkatan
kapasitas negara-negara di belahan bumi
selatan melalui program bantuan luar
negeri. Colombo Plan berfungsi sebagai
mitra strategis Indonesia dalam mereal-
isasikan kerja sama ini, di mana bantuan
yang diberikan dikhususkan bagi para
negara anggota Colombo Plan. Merujuk
pada konteks tersebut, diperlukan sebuah
pemahaman mengenai motivasi Indonesia
dalam  menyalurkan  bantuan luar
negerinya untuk peningkatan kapasitas
negara anggota Colombo Plan. Atas dasar
itu, penulis terdorong untuk mengkaji lebih
jauh alasan-alasan yang melatarbelakangi
pemberian bantuan tersebut.
KERANGKA KONSEPTUAL
Foreign Policy Analysis

Menurut Breuning, Foreign Policy
Analysis adalah Upaya untuk memahami
mengapa para pemimpin membuat pilihan
yang mereka lakukan dan juga bagaimana
kendala dan peluang domestik dan inter-
nasional dalam mempengaruhi pilihan
mereka (Breuning, 2007, him. 6). Menurut-
nya juga, para pemimpin tidak beroperasi
dalam ruang hampa. Kebijakan mereka
dibentuk oleh lingkungan yang kompleks,
yang mencakup aparatur birokrasi,
tekanan politik domestik, dan kapasitas

nyata dari kekuatan nasional yang dapat



digunakan dalam diplomasi internasional.
Tujuan utama menganalisis kebijakan luar
negeri adalah memahami pola-pola umum
yang melatarbelakangi bagaimana suatu
keputusan dibuat, bagaimana suatu
negara bertindak, dan apa hasil dari tinda-
kan tersebut.

Dalam penelitian ini akan difokus-
kan kepada negara sebagai unit Analisis.
Indonesia menjadi aktor utama dalam
penelitian ini. Dalam rangka ini, terdapat
perbedaan antara tingkat analisis negara
dan sistem melalui konsep two-level
games. Konsep ini menekankan bahwa
pembuat kebijakan Iluar negeri harus
secara bersamaan dapat memenuhi tuntu-
tan konstituen domestik sekaligus me-
nyesuaikan diri dengan keharusan di ting-
kat internasional (Breuning, 2007, him.
184).

Pada level nasional, kelompok do-
mestik berupaya memperjuangkan kepent-
ingannya dengan menekan pemerintah
agar mengadopsi  kebijakan  yang
menguntungkan, sementara politisi be-
rusaha memperoleh kekuasaan melalui
pembentukan koalisi di antara kelompok-
kelompok tersebut. Pada level inter-
nasional, pemerintah berupaya mengopti-
malkan kapasitasnya untuk merespons
tekanan domestik sekaligus meminimalkan
dampak negatif dari dinamika global.
Kedua level ini tidak dapat diabaikan oleh
para pengambil keputusan, selama

negara-negara tetap berada dalam kondisi

saling ketergantungan namun tetap men-
junjung kedaulatan.(Putham, 1988, him.
434).

Bantuan Luar Negeri

Menurut Lancester, Bantuan luar
negeri didefinisikan sebagai transfer sum-
ber daya publik dengan sukarela dari
pemerintah ke pemerintah lain, lembaga
swadaya masyarakat, organisasi inter-na-
sional dengan setidaknya terdapat 25 per-
sen unsur hibah. Salah satu tujuannya ada-
lah untuk memperbaiki kondisi manusia di
negara penerima bantuan atau manfaat
(Lancaster, 2008, him. 9). Dalam pendistri-
busian bantuan luar negeri, lancester
membaginya menjadi empat tujuan utama
yaitu sebagai tujuan diplomasi, komersial,
kemanusiaan, dan Pembangunan.

Dalam penelitian ini, jenis bantuan
yang digunakan adalah bantuan teknis.
Bantuan teknis meliputi penyediaan ket-
erampilan, pengetahuan, serta pendamp-
ingan dari para ahli. Selama beberapa dek-
ade, bentuk bantuan ini juga diwujudkan
melalui penempatan tenaga pengajar.
Para pelatih dengan keahlian khusus ber-
peran penting dalam mentransfer ket-
erampilan yang diperlukan oleh penerima
bantuan guna menjawab kebutuhan
mereka sekaligus mendukung pencapaian
tujuan pembangunan (Chibuzor and Oriji,
2023, him. 282).

Pengembangan Kapasitas

Menurut Peter Morgan, Pengem-
bangan kapasitas didefinisikan sebagai
suatu pertumbuhan dalam hal hubungan

dan kemampuan organisasi formal, yang



merupakan suatu perubahan pada per-
ilaku, nilai-nilai, keterampilan, dan hub-
ungan organisasi. Perubahan ini bertujuan
untuk meningkatkan ke-mampuan ke-
lompok dan organisasi dalam
melaksanakan fungsi serta mencapai hasil
yang diinginkan secara berkelanjutan
(Morgan, 1997, him. iii). Peter Morgan
menekankan bahwa pengembangan kapa-
sitas melibatkan perbaikan modal fisik dan
manusia serta perubahan perilaku yang
tertanam secara kolektif untuk mencip-
takan perbaikan sistemik dan budaya or-
ganisasi. Prinsip utamanya adalah bahwa
perubahan ini harus berkelanjutan dan
tidak bergantung pada individu atau organ-

isasi tertentu.

Kerja sama Selatan — Selatan dan
Triangular

Menurut United Nations Office for
South-South Cooperation, kerja sama se-
latan-selatan merupakan upaya masyara-
kat dan negara-negara di Kawasan selatan
yang memiliki latar belakang yang sama,
memiliki tujuan dan solidaritas yang sama
serta dinaungi oleh  prinsip-prinsip
penghormatan atas kedaulatan nasional
tanpa syarat apapun (UNOOSC, 2025).
Yang kemudian unsur Triangular merupa-
kan keterlibatan ke-mitraan yang digerak-
kan oleh selatan yang dimana dua atau
lebih negara berkembang yang didukung
oleh negara maju ataupun organisasi mul-

tilateral.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif untuk menyelidiki secara
mendalam isu hubungan internasional
yang bersifat kompleks dan multidimensi.
Menurut Mochtar Mas’oed dalam meneliti
isu hubungan internasional harus bersifat
saintifik yang dimana tujuan akhir dari dari
sains adalah deskripsi, eksplanasi, dan
prediksi (Mas’oed, 1990, him. 79).
Penelitian ini bertujuan untuk memahami
fenomena yang dialami subjek penelitian
yang meliputi motivasi, perilaku, persepsi,
dan tindakan secara holistik dengan
mendeskripsikannya dalam bentuk kata-
kata dan bahasa. Studi yang mengkaji
peran Indonesia dalam memberikan ban-
tuan luar negeri kepada negara berkem-
bang ini lebih tepat menggunakan pen-
dekatan kualitatif, karena memerlukan an-
alisis mendalam terhadap latar historis dan
kapabilitas negara dalam pemberian ban-
tuan tersebut.

Pendekatan secara eksplanatif
digunakan dalam penelitian ini yang
dirancang untuk menyelidiki sebuah fe-
nomena yang belum dipelajari atau dijelas-
kan secara memadai. Tujuan utamanya
adalah untuk memberikan pemahaman
yang lebih dalam dengan mengungkap
alasan "mengapa" dari subjek yang diteliti
yaitu Indonesia sebagai subjek dan aktor
utama.

J.David Singer mengungkapkan
bahwa dalam setiap kegiatan tentang
keilmuan, selalu terdapat beberapa cara

untuk memilih serta mengatur fenomena



yang dipelajari untuk menganalisa yang
sistematis. Peneliti harus dapat menen-
tukan pusat perhatian pada bagian-bagi-
annya atau pada keseluruhan fenomena
tersebut (Singer, 1960, him. 453) Maka In-
donesia menjadi aktor utama dalam subjek
penelitian dengan unit analisis level negara
bangsa.

Penelitian ini menggunakan data
primer yang diambil dari beberapa sumber
diantaranya publikasi resmi pemerintah
Indonesia dan wawancara Tim Koordinasi
Nasional Kerja sama Selatan — Selatan.
Kemudian dalam pengambilan data
sekunder, peneliti mengumpulkan melalui
berbagai publikasi organisasi, media
massa, dan karya ilmiah. Analisis data
menggunakan teknik Miles dan Huberman
melalui tiga tahapan yaitu reduksi data,

penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Pemberian Bantuan Luar
Negeri

Indonesia memiliki landasan konstitusional
untuk memberi bantuan kepada negara
lain yang bersumber dalam Pembukaan
UUD 1945 Alinea Keempat. Didalamnya
dinyatakan bahwa kemerdekaan bangsa
Indonesia diabdikan untuk turut
mewujudkan perdamaian dunia yang ab-
adi, berlandaskan prinsip kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Oleh karena itu, Indonesia mengambil
peran aktif dalam hubungan internasional
dengan memberikan bantuan kepada

negara lain. Bentuknya diwujudkan melalui

berbagai kerja sama, termasuk bantuan
kemanusiaan dan  dukungan bagi
perdamaian dunia, sebagai bentuk komit-
men nyata untuk menciptakan keadilan
dan perdamaian global berdasarkan lan-
dasan konstitusi tersebut.

Dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri diperinci terkait da-
sar pelaksanaan politik luar negeri. Lan-
dasan politik luar negeri Indonesia diatur
lebih lanjut dalam Pasal 2 yang menjadikan
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
dan Garis-garis Besar Haluan Negara
GBHN sebagai pedoman utama untuk
merumuskan arah, prinsip, dan tujuan ke-
bijakan tersebut. Namun pada era Refor-
masi, GBHN mengalami amandemen dan
digantikan posisinya oleh Rencana Pem-
bangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
(Holle, 2019). Kedua instrumen ini
kemudian berfungsi sebagai pedoman
strategis guna mengarahkan kebijakan do-
mestik dan luar negeri Indonesia agar
selaras dengan visi pembangunan na-
sional, prioritas global, dan mencapai
kepentingan diplomatik jangka panjang.

Pelaksanaan pemberian bantuan
luar negeri Indonesia dalam Kerangka
Kerja sama Selatan — Selatan (KSS) yang
dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Nasional
Pengembangan Selatan-Selatan, sebuah
lembaga yang dibentuk melalui Keputusan

Menteri PPN/Bappenas Nomor 67 Tahun



2011 Tentang Pembentukan Tim Koordi-
nasi Nasional Pengembangan Selatan —
Selatan. Pembentukan Tim Kornas tidak
hanya sebagai respons, tetapi juga per-
wujudan komitmen Indonesia dalam Kerja
Sama Selatan-Selatan. Komitmen ini be-
rakar pada semangat solidaritas negara-
negara Selatan yang dideklarasikan dalam
Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada
1955 (Kemensetneg, 2025).

Tim Kornas Sebagai salah satu
lembaga pelaksana kebijakan luar negeri,
hal ini sejalan dengan Pasal 5 Undang-Un-
dang No. 37 Tahun 1999 yang menyatakan
bahwa Hubungan luar negeri di-seleng-
garakan berdasarkan politik luar negeri,
peraturan perundang-undangan nasional,
serta hukum dan kebiasaan internasional.
Sebagai perwujudan dari praktik inter-
nasional, Indonesia merancang berbagai
kegiatan dalam naungan Kerja Sama Se-
latan-Selatan (KSS) yang berorientasi
pada Tujuan Pembangunan Berkelanju-
tan/Sustainable  Development  Goals
(SDGs) (Kemlu RI, 2023). Berbagai bentuk
kerja sama pembangunan, termasuk KSS,
memiliki landasan konseptual yang
menekankan peran strategis multi stake-
holder dalam menciptakan tatanan global
yang berwawasan lingkungan, inklusif, dan
berdampak ekonomi luas. Pendekatan ini
selaras dengan tujuan utama KSS, yakni
mewujudkan  pembangunan  ekonomi
global yang adil dan setara.

Dalam pemberian bantuan luar

negeri Indonesia kepada Colombo Plan

terlihat sudah sejalan dengan dasar ke-
bijakan luar negeri Indonesia yang me-
mang ditujukan untuk melaksanakan ket-
ertiban dunia. Dalam pemberian bantuan
ini, Indonesia telah menan-datangani kese-
pakatan dengan Colombo Plan dengan
nama “Arrangement between the Ministry
of State Secretariat of the Republic of Indo-
nesia and the Colombo Plan Secretariat on
South-South and Triangular Cooperation
Programmes” pada tanggal 4 Mei 2021
(Kemensetneg, 2025). Perjanjian kerja
sama ini merupakan suatu instrumen diplo-
masi yang digunakan oleh Indonesia untuk
mengoperasionalkan kebijakan luar
negerinya. Substansi perjanjian berfokus
pada penyediaan program bantuan teknis
berupa pelatihan dan pengembangan ka-
pasitas bagi negara-negara anggota Co-
lombo Plan. Secara institusional, perjanjian
ini ditandatangani oleh dua pihak yaitu
Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh
Kementerian Sekretariat Negara, dan or-
ganisasi Colombo Plan yang diwakili oleh
Sekretaris Jenderal Colombo Plan.

Dalam perjanjian tersebut tertulis
bahwa Indonesia akan melakukan kerja
sama dengan Colombo Plan untuk mem-
berikan bantuan teknis berupa pelatihan
yang ditujukan untuk pengembangan ka-
pasitas di bidang Perubahan Iklim, Industri
Kecil dan Menengah, Pemberdayaan Per-
empuan, dan Manajemen Inovasi dan
Pengetahuan (Kemensetneg, 2025). Da-
lam kesepakatan ini, Indonesia menunjuk-

kan komitmen yang kuat dalam men-



dukung pembangunan global yang berke-
lanjutan, sebagaimana tercermin dalam
partisipasinya dalam mencapai SDGs.
Komitmen ini tidak hanya diwujudkan me-
lalui peran aktif Indonesia di tingkat inter-
nasional, khususnya dalam mem-fasilitasi
kerja sama antar negara berkembang.
Bantuan Teknis yang diberikan In-
donesia kepada Colombo Plan masuk
kedalam konsep hibah (Kemensetneg,
2025). Hal ini tertuang jelas dalam pera-
turan pemerintah Republik Indonesia No-
mor 48 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pemberian Hibah kepada Pemerintah As-
ing/Lembaga Asing. Pada Pasal 1 ayat 6
yang menjelaskan bahwa pengeluaran
pemerintah untuk lembaga asing disebut
sebagai hibah. Yang kemudian diperjelas
secara spesifik pada Pasal 2 ayat satu
yang menyebutkan bahwa peraturan ini
meliputi pengaturan pemberian Hibah
berupa uang. Pemberian hibah uang yang
dimaksud disini adalah uang untuk pem-
biayaan kegiatan, sebagaimana yang di-
jelaskan pada pasal pasal 3 ayat 2 (b).
Maka seluruh kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah Indonesia dalam pemberian
bantuan ini masuk kedalam kategori Hibah.
Bantuan teknis ini tidak tidak diberi-
kan dalam bentuk pendanaan secara lang-
sung, akan tetapi sudah dibentuk menjadi
sebuah pelatihan dengan Indonesia se-

bagai fasilitator dalam berbagai kegiatan.

Audiens Domestik
Pada awal Orde Baru, muncul kek-

hawatiran akan pasifnya politik luar negeri

Indonesia, sebuah pendekatan yang san-
gat kontras dengan era Sukarno. Di bawah
Sukarno, Indonesia bercita-cita memimpin
front anti-imperialis dengan meyakinkan
rakyat bahwa konfrontasi total terhadap
penjajah adalah solusi dari stagnasi
ekonomi. Sebaliknya, pemerintahan
Soeharto lebih berorientasi pada pencarian
bantuan ekonomi dan investasi modal dari
Barat. Akibatnya, sikap anti-imperialis dit-
inggalkan dan sikap konfrontasi digantikan
oleh kepasifan serta fokus pada kerja sama
regional (Weinstein, 2007). Hal ini seba-
gian muncul dari kebijakan luar negeri se-
hingga menjadi keyakinan yang meluas di
kalangan elit politik luar negeri Indonesia,
bahwa Indonesia harus menjadi pemimpin,
paling tidak di kawasan Asia Tenggara dan
harus memainkan peran secara global.
Sebagian besar masa pemerinta-
hannya, Soeharto benar-benar memusat-
kan perhatian pada pem-bangunan dalam
negeri. Baru pada awal dekade 1990-an,
rezimnya mulai memposisikan kembali
dengan menerap-kan kebijakan luar negeri
yang lebih aktif (Graf dkk., 2017). Di akhir
masa kekuasaannya, Presiden Soeharto
mulai menggeser kebijakan luar negeri
menjadi lebih dinamis dengan mempro-
mosikan Kerja Sama Selatan-Selatan.
Strategi ini tidak hanya dirancang untuk
menjawab keresahan di dalam negeri,
tetapi juga menjadi alat politik guna men-
gukuhkan legitimasi rezimnya yang tengah
menghadapi tekanan internal yang kian ru-
mit. Pada hakikatnya, kebijakan ini meru-

pakan upaya sistematis untuk



menggunakan diplomasi internasional se-
bagai sarana menstabilkan situasi domes-
tik sekaligus memperkuat posisi Indonesia
di dunia.
Jika dilihat lebih dalam lagi terkait respon
Masyarakat terhadap Kerja sama Selatan
— Selatan, maka Masyarakat masih bersifat
Inward-Looking. Hasil ini merupakan survei
terhadap 2.000 mahasiswa dan 200 dosen
Hubungan Internasional dari berbagai pen-
juru Indonesia mengungkap suatu ke-
cenderungan pemikiran yang lebih terarah
ke dalam inward-looking. Meski pema-
haman mereka mengenai Kerja Sama Se-
latan-Selatan masih terbatas, sebagian be-
sar responden justru mendukung program
ini dan berharap pelaksanaannya dapat
memberikan kontribusi yang konkret bagi
pembangunan ekonomi Indonesia (Univer-
sitas Indonesia, 2021). Kurangnya komu-
nikasi dan edukasi publik menyebabkan
pemahaman terhadap tujuan strategis dan
manfaat Kerja Sama Selatan-Selatan bagi
kepentingan nasional menjadi sangat ren-
dah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat
melemahkan dukungan sosial politik yang
vital untuk menjaga legitimasi dan kelang-
sungan program diplomasi pemerintah.
Adapun penelitian yang dilakukan
oleh Lowy Institute Indonesia Poll 2021
pada 29 November hingga 24 Desember
2021 dengan mensurvei kepada 3000
masyarakat di 33 provinsi (Bland dkk.,
2021).
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Gambar 1. Goals of Indonesia Foreign Policy
(Lowy Institute, 2021)

Sebanyak 86%

menganggap promosi perdamaian dan

responden

penyelesaian konflik sebagai tujuan yang
sangat penting dalam kebijakan luar negeri
Indonesia. Temuan ini mencerminkan
dukungan mayoritas terhadap langkah-
langkah strategis pemerintah untuk men-
jaga stabilitas regional dan mendorong
penyelesaian konflik melalui diplomasi dan

kerja sama internasional.
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Gambar 2. Importance of Peace and Conflict

Resolution Goal (Lowy Institute, 2021)

Sebanyak 80% responden menem-
patkan pemberian bantuan kepada negara
berkembang sebagai prioritas utama da-
Indonesia.

lam agenda perdamaian

Dukungan yang tinggi ini menunjukkan
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keyakinan publik bahwa bantuan luar
negeri merupakan instrumen strategis un-
tuk memperkuat peran Indonesia dalam
membangun stabilitas dan solidaritas
global.

Pemberian bantuan kepada
negara-negara anggota Colombo Plan
merupakan perwujudan nyata dari komit-
men ini. Masyarakat mendukung upaya
pemerintah dalam menyediakan bantuan
teknis, pelatihan, dan pengembangan ka-
pasitas sebagai wujud kontribusi aktif Indo-
nesia bagi kemajuan kawasan. Dukungan
ini sekaligus menunjukkan bahwa publik
memandang diplomasi bantuan bukan
sekadar sebagai kewajiban moral, melain-
kan juga sebagai instrumen strategis untuk
memperkuat kerja sama Selatan-Selatan
dan mewujudkan tatanan global yang lebih
adil dan setara.

Namun, pemahaman dan keterli-
batan masyarakat dalam program Kerja
Sama Selatan-Selatan (KSS) secara spe-
sifik masih relatif rendah. Rendahnya
pengetahuan ini mencerminkan kecender-
ungan inward-looking, dimana publik lebih
fokus pada dukungan terhadap program
KSS daripada memahami esensi dan
mekanismenya. Kesenjangan ini mengindi-
kasikan perlunya strategi komunikasi yang
lebih

masyarakat tidak hanya sekedar pen-

inklusif dan partisipatif, agar
dukung pasif, tetapi juga dapat menjadi
pelaku yang sadar akan peran Indonesia

dalam arsitektur pembangunan global.

Kapabilitas Indonesia

Berdasarkan siaran pers Kemen-
terian Keuangan tanggal 3 Juli 2023, Indo-
nesia dinyatakan telah berhasil naik kelas
dari kategori negara berpendapatan
menengah-bawah (Lower-Middle Income
Country/LMIC) menjadi negara berpenda-
patan menengah-atas (Upper-Middle In-
come Country/UMIC) (Kementerian Keu-
2023).

Bank Dunia per 1 Juli 2023, Indonesia

angan, Berdasarkan klasifikasi
resmi naik status menjadi negara ber-
pendapatan menengah-atas (upper-mid-
dle-income country). Kenaikan ini ditopang
oleh capaian Pendapatan Nasional Bruto
(PNB) per kapita Indonesia yang mencatat
USD 4.580 pada tahun 2022, atau tumbuh
9,8% dari angka tahun sebelumnya sebe-
sar USD 4.170. Dengan capaian tersebut,
Indonesia kini berada dalam kisaran kate-
gori UMIC menurut standar Bank Dunia,
yaitu antara USD 4.466 hingga USD
13.845 (Rivani, 2023).

Menurut Bhima Yudhistira, Direktur
Eksekutif Celios, kenaikan status Indone-
sia menjadi negara berpendapatan menen-
gah-atas tidak serta-merta memulihkan
pertumbuhan ekonomi ke level pra-pan-
demi. la memandang bahwa kenaikan ini
bersifat sementara, karena terutama di-
topang oleh lonjakan pendapatan ekspor
dari komoditas primer dan setengah jadi
yang belum terolah secara maksimal (Me-
2023).

tampak memanfaatkan momentum status

diatama, Pemerintah Indonesia

UMIC ini sebagai tools of diplomacy untuk



memperluas legitimasinya dalam men-
jangkau pasar dan menarik investasi, khu-
susnya di negara-negara berkembang,
melalui model pemberian bantuan luar
negeri.

Sampai tahun 2021. Indonesia te-
lah menjalankan Kerja sama Selatan — Se-
latan lebih dari 1.000 program yang diikuti
lebih dari 13.000 peserta (Kemlu RI, 2023).
Pencapaian ini menunjukkan komitmen
dan intensitas Indonesia dalam mem-
bangun kerja sama yang berlandas-kan
solidaritas. Hal ini sekaligus membuktikan
bahwa Indonesia telah memiliki kapabilitas
teknis, kelembagaan, dan sumber daya
manusia yang memadai untuk berkem-
bang sebagai new emerging donor dalam
kancah global.

Selain kapasitas ekonomi Indo-
nesia dalam implementasi, Indonesia juga
memiliki sumber daya manusia yang kom-
peten dari Center of Excellence (Ke-
2025)

keunggulan ini menunjukkan bahwa Indo-

mensetneg, Keberadaan pusat

nesia tidak hanya memiliki
juga
kontekstual yang relevan bagi negara-
yang
menghadapi tantangan pembangunan se-

kapasitas

teknis, tetapi pengetahuan

negara berkembang, terutama
rupa. Modal ini memungkinkan Indonesia
tidak hanya menjadi penerima bantuan,
tetapi juga mitra setara dalam kerja sama
pembangunan internasional yang didasar-
kan pada solidaritas, kesetaraan, dan ke-

mandirian bersama.

Lebih dari sekadar berbagi sumber
daya, pendekatan ini mencerminkan tran-
sisi Indonesia dari recipient countries men-
jadi new emerging donor dalam skema
Kerjasama Selatan-Selatan (Helmys dan
Irawan, 2023) Dengan demikian, Indonesia
telah mengalami pergeseran paradigma
dari negara penerima menjadi negara do-
nor yang baru muncul. Aspek penting yang
perlu ditekankan adalah bahwa posisi In-
donesia sebagai negara donor tidak secara
otomatis menghilangkan statusnya se-
bagai penerima manfaat dari kerjasama in-
ternasional.

Hal ini tercermin dari fakta bahwa
Indonesia masih menerima bantuan dari
negara-negara asing, baik dalam bentuk
dana, barang, jasa, maupun sekuritas. Hal
ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 Pasal 11 ayat (1) tentang Keu-
angan Negara. Disebutkan bahwa penda-
patan negara terdiri dari pendapatan pajak,
pendapatan non-pajak, dan hibah. Di sisi
juga
kewajibannya sebagai negara donor untuk

lain, Indonesia melaksanakan
membantu negara-negara berkembang di
Kawasan Selatan, namun tetap menerima
bantuan dari negara lain untuk memenuhi
kebutuhan dalam negerinya.

Kapasitas Indonesia dalam
mengelola bantuan asing juga dikem-
bangkan melalui pembentukan lembaga-
lembaga Kerja sama Selatan-Selatan,
yaitu Tim Koordinasi Nasional untuk Ker-
jasama Selatan-Selatan dan Lembaga
Dana Kerja Sama Pembangunan Pem-

bangunan Internasional (Kemlu RI, 2023)



Kedua lembaga ini merupakan pilar insti-
tusional utama dalam pelaksanaan Ker-
jasama Selatan-Selatan Indonesia. Sinergi
antara Tim Kornas dan LDKPI merupakan
landasan penting dalam membangun sis-
tem kelembagaan yang dapat menjamin
keberlanjutan, efektivitas, dan legitimasi di-
plomasi bantuan luar negeri Indonesia da-
lam konteks solidaritas Selatan-Selatan

dan pembangunan global.

Kerja sama Selatan Selatan Indonesia
Istilah “Global

South” merujuk pada negara-negara yang

“Selatan” atau
mengalami perkembangan dan industriali-
sasi yang tidak merata, dan terdiri dari
bekas koloni di Afrika, Asia, dan Amerika
Latin (Wilkinson dan Weiss, 2014). Istilah
ini mencerminkan ketidaksetaraan
struktural global dan perjuangan negara-
negara berkembang untuk memperoleh
posisi yang setara dalam sistem politik dan
ekonomi internasional. Gagasan tentang
Global South mencerminkan tujuan mate-
rial dan ideologis yang sama di antara
negara-negara berkembang yang mulai
terbentuk pada era pasca-kolonial dan
terus berkembang dalam dinamika politik
global.

Gagasan tentang Selatan berorien-
tasi pada urusan dalam dan luar negeri se-
bagai ekspresi politik dan mempersiapkan
diri untuk bermanuver melawan Kawasan
Utara (Wilkinson dan Weiss, 2014, him.
280)

strategi negara-negara Selatan untuk me-

Pendekatan ini mencerminkan

nyeimbangkan kepentingan internal dan

eksternal guna memperkuat posisi mereka
melawan dominasi negara-negara maju di
Utara. Sejak kemerdekaan Indonesia pada
1945,

menentang kolonialisme dan imperialisme,

tahun Indonesia secara tegas
tercantum dalam Pem-
1945

bahwa Indonesia lahir sebagai bentuk pe-

sebagaimana
bukaan Undang-Undang Dasar
nolakan yang tegas terhadap segala ben-
tuk kolonialisme.

Langkah besar yang diambil oleh
negara-negara selatan adalah pe-nyeleng-
garaan Konferensi Asia-Afrika (KAA). Kon-
Asia-Afrika

pemerintah

ferensi didukung oleh

Indonesia melalui Perdana
Menteri Ali Sastroamidjojo di depan Dewan
Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS)
25 Agustus 1953. Ali

Sastroamidjojo menyatakan bahwa peran

pada tanggal
Indonesia dalam meredakan ketegangan
di dunia memerlukan dukungan dari
negara-negara dengan status dan situasi
serupa, yaitu Asia dan Afrika (Pemerintah
Indonesia, 2014). Pernyataan ini menc-
erminkan komitmen Indonesia sebagai pel-
South,

upayanya untuk membentuk kekuatan

opor solidaritas Global serta
kolektif negara-negara berkembang di

hadapan dominasi politik global dan
ketegangan geopolitik pasca Perang Dunia
Il.

Latar belakang pembentukan KAA
adalah serangkaian pertemuan antara In-
donesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan
Pakistan yang diadakan di Colombo, Sri
Lanka pada April dan Bogor, Indonesia

pada Desember 1954. Perdana Menteri Ali



Sastroamidjojo sangat vokal menentang
intervensi Barat di Asia. Hasil pertemuan
ini adalah Konferensi Asia-Afrika yang di-
adakan pada 18-25 April 1955 di Bandung,
Indonesia (Lee, 2010).

menunjukkan semangat anti-kolonialisme

Pertemuan ini

dan solidaritas Asia-Afrika, serta upaya
negara-negara berkembang untuk bersatu
dalam menghadapi dominasi Barat dan
serta

memperjuangkan kedaulatan

perdamaian  dunia. Pertemuan ini
menghasilkan “Prinsip-Prinsip Bandung,”
yang meliputi 1) Economic co-operation,
2)cultural co-operation, 3)Human rights
and self-determination. 4) Promotion of
world peace and cooperation, dan 5) Dec-
laration on the promotion of world peace
and co-operation (CVCE, 2017)

Dasasila Bandung menjadi prinsip
dasar hubungan internasional antara
negara-negara di kawasan Asia-Afrika,
menekankan kemerdekaan, kesetaraan,
dan penolakan terhadap campur tangan
asing, serta menjadi landasan moral bagi
perjuangan untuk dekolonisasi dan tatanan
dunia yang lebih adil dan damai. Ada poin
menarik dalam prinsip-prinsip ini, yaitu poin
9 tentang promosi perdamaian dan kerja
sama, yang berbunyi “Promotion of mutual
interests and co-operation” (CVCE, 2017).
Ini menjadi dasar bagi pengembangan
konsep kerja sama dan solidaritas di antara
negara-negara di Kawasan Selatan.

Indonesia menerapkan  prinsip
Bebas-Aktif guna bermanuver dalam dina-
Indonesia telah

mika politik global.

melakukan hal ini sejak kemerdekaannya

pada tahun 1945 dengan menunjukkan
komitmennya untuk tidak terikat oleh
kekuatan manapun dan berpartisipasi
secara positif dalam memelihara perdama-
ian dan ketertiban dunia. Konsep ini di-
perkenalkan oleh Mohammad Hatta dalam
pidato berjudul “Mendayung di Antara Dua
Karang” (Hatta, 1951). Mohammad Hatta
juga menekankan bahwa Indonesia sangat
mendambakan perdamaian dan kerja
sama antar negara sangat penting jika
tujuan ini ingin menjadi kenyataan (Hatta,
1953).

Hal ini didukung oleh prinsip-prinsip
konstitusional Indonesia melalui Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 pada Pasal 1 dan 4. Dokumen
ini merupakan langkah fundamental bagi
Indonesia untuk maju dalam mempromosi-
kan Indonesia yang berdaulat, merdeka,
adil, dan sejahtera. Namun, pernyataan di
atas merupakan pernyataan implisit yang
dibuat oleh pemerintah.

Selama periode Demokrasi Terpim-
pin oleh Presiden Sukarno, kebijakan luar
negeri Indonesia menjadi lebih radikal da-
ripada sebelumnya, mendefinisikan poli-
tiknya sebagai “Perlawanan terhadap Im-
perialisme-Kolonialisme” dan “Konsentrasi
kekuatan nasional” (Batabyal, 2002). Ke-
bijakan luar negeri Indonesia dengan tegas
menegaskan bahwa di panggung inter-
nasional, Indonesia adalah negara yang
sepenuhnya berdaulat dan merdeka. Ke-
merdekaan ini menunjukkan bahwa Indo-

nesia tidak bergantung pada kekuatan as-



ing, sehingga mempertahankan prinsip ke-
bijakan luar negeri yang bebas-aktif tetap
terjaga. Konsep kemerdekaan ini menc-
erminkan tekad rakyat Indonesia untuk
membebaskan diri dari segala bentuk im-
perialisme dan kolonialisme, serta menolak
segala bentuk intervensi atau dominasi
pihak luar dalam menentukan arah ke-
bijakan nasional.

Pada politik luar negeri Soeharto
ditandai dengan pergeseran dari gaya
yang flamboyan dan radikal pada era Su-
karno menuju pendekatan yang lebih mod-
erat dan pragmatis. Soeharto berusaha un-
tuk mengembalikan prinsip-prinsip dasar
politik luar negeri yang bebas dan aktif ke
dalam Pancasila dan Undang-Undang Da-
sar 1945 (Sukma, 1995). Meskipun terjadi
perubahan gaya, kebijakan luar negeri
tetap berpegang pada prinsip bebas dan
aktif, yaitu kebijakan yang mandiri dan ak-
tif, namun dengan penekanan lebih pada
pragmatisme dan pembangunan ekonomi
sebagai dasar kebijakan luar negeri. Pada

era ini, Indonesia mulai menunjukkan sikap

yang lebih tegas di panggung inter-
nasional, terutama sejak pertengahan
1980-an, dengan upaya memperkuat

perannya dalam Gerakan Non-Blok dan
mem-peringati Konferensi Asia-Afrika se-
bagai simbol kembalinya Indonesia.
Dengan diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri, pemerintah Indo-
nesia secara resmi menyatakan bahwa ke-
bijakan luar negerinya berpedoman pada

prinsip diplomasi bebas dan aktif yang

berorientasi pada kepentingan nasional.
Landasan ini dapat berfungsi sebagai
kerangka normatif yang mengarahkan ke-
bijakan luar negeri Indonesia untuk me-
nolak polarisasi dalam tatanan kekuatan
global, sambil secara proaktif mempro-
mosikan multilateralisme, perdamaian, dan
kerja sama internasional yang adil.
Pelaksanaannya bertujuan untuk me-
maksimalkan kepentingan nasional, terma-
suk perlindungan kedaulatan, pem-
bangunan ekonomi, dan penguatan posisi

strategis Indonesia di panggung global.

Analisis Two-Level Games

Pada titik pertemuan antara tingkat
analisis negara dan sistem, konsep two-
level games dapat menjelaskan bahwa
para pembuat kebijakan luar negeri selalu
berupaya menyeimbangkan tuntutan kon-
stituen domestik dengan dinamika serta
keharusan yang muncul di lingkungan in-
ternasional secara bersamaan (Breuning,
2007).

Pada Tingkat |, Pemerintah Indone-
sia berperan sebagai negosiator sekaligus
fasilitator dalam implementasi kerja sama
Selatan—Selatan untuk membantu negara-
negara di kawasan Selatan, khususnya di
wilayah Asia-Pasifik. Hal ini terlihat dalam
konsistensi Indonesia dalam menyerukan
solidaritas Selatan sejak peristiwa KAA
1955 (Kemlu RI, 2023). Pada Tingkat Il
yang ditunjukan pada konstituen domestik
yang mempengaruhi kebijakan luar negeri
KSS,

Pemerintah dan Audiens Domestik.

seperti  Tim Kornas Birokrasi



Dalam konteks pemberian bantuan
luar negeri kepada anggota Colombo Plan,
organisasi ini mengalami perkembangan
arah kebijakan yang signifikan pada tahun
1995. Seiring waktu, Colombo Plan men-
gadopsi orientasi baru dengan menekan-
kan kerja sama Selatan—Selatan, yang ber-
tujuan mendukung pembangunan regional
sekaligus memaksimalkan kapasitas lem-
baga tersebut dalam bidang kerja sama
teknis (The Colombo Plan, 2024).

Kausalitas dalam konsep kerja
sama Selatan — Selatan Indonesia dengan
Colombo Plan inilah yang menjadi
dorongan Indonesia untuk membuat per-
jenajian internasional. Jika dilihat dalam
birokrasi Pemerintah Indonesia, asas pem-
berian bantuan ini tertuang dalam RPJMN
2020 -2024 sebagai Upaya optimalisasi ke-
bijakan luar negeri untuk memperkuat
KSST guna mendukung perdagangan dan
investasi.

Dalam Tingkat I, Pemerintah Indo-
nesia bersama Sekretariat Jenderal Co-
lombo Plan menyepakati Arrangement be-
tween the Ministry of State Secretariat of
the Republic of Indonesia and the Colombo
Plan Secretariat on South-South and Trian-
gular Cooperation Programmes pada 4 Mei
2021 (Kemensetneg, 2025). Didalamnya
terdapat kesepakatan bagi Indonesia untuk
memberikan pelatihan teknis dalam
meningkatkan kapasias negara anggota
Colombo Plan.

Pemberian bantuan teknis yang dil-
Indonesia masuk

akukan Pemerintah

kedalam kategori hibah. Melalui peraturan

pemerintah Republik Indonesia Nomor 48
Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian
Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga
Asing. Maka secara birokrasi, pemberian
ini masuk kedalam dana hibah yang
digunakan untuk membantu negara ber-
kembang terutama di Kawasan Selatan.
Pada sektor audiens domestik,
kegiatan ini tidak mendapat sorotan yang
luas dari masyarakat Indonesia. Temuan
penelitian Universitas Indonesia menunjuk-
kan bahwa masyarakat cenderung bersifat
inward looking (Universitas Indonesia,
2021).

mengenai Kerja Sama Selatan—Selatan

Meskipun pemahaman mereka

masih terbatas, sebagian besar responden
tetap mendukung program tersebut dan
berharap pelaksanaannya dapat mem-
berikan kontribusi yang nyata bagi pem-
bangunan ekonomi Indonesia.

Jika melihat dari posisi Indonesia
dalam win-set, Indonesia memanfaatkan
kerangka kerja sama ini sebagai instrumen
untuk mendorong perkembangan ekonomi
serta membuka akses pasar di kawasan
Asia-Pasifik, sebagaimana tercantum da-
lam RPJMN 2020-2024. Orientasi tersebut
juga sejalan dengan arah diplomasi Indo-
nesia dalam kerangka Pacific Elevation,
yang memberikan nilai tambah berupa per-
luasan legitimasi Indonesia di kawasan
Pasifik. Dengan banyaknya negara di ka-
wasan tersebut, kerja sama ini berpotensi
memperkuat posisi Indonesia dalam
berbagai forum multilateral, termasuk da-
lam perolehan dukungan suara di PBB

(Kemlu RI, 2020).



Dalam konteks win-set negara-
negara anggota Colombo Plan, kolaborasi
melalui arah baru kerja sama Selatan—-Se-
latan memungkinkan Indonesia untuk terus
memberikan bantuan teknis berupa pen-
ingkatan kapasitas bagi masing-masing
negara anggota selama perjanjian yang te-
lah diratifikasi tetap berlaku. Upaya ini se-
jalan dengan misi Indonesia dalam
kerangka kerja sama tersebut, yaitu men-
dukung pencapaian Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs) 2030 di negara-negara
kawasan Selatan (Kemlu RI, 2023).

Dengan demikian, analisis two-
level game pada Tingkat | dan Tingkat Il
menunjukkan bahwa kedua arena tersebut
dapat berjalan selaras dan saling menguat-
kan, terutama ketika kepentingan nasional
dan kebutuhan domestik berada dalam titik
temu. Dukungan domestik yang relatif kuat
memberikan legitimasi sekaligus mem-
perkuat posisi Indonesia dalam menijalin
Colombo Plan.

kesepakatan dengan

Selain itu, hal ini turut mendorong
tercapainya tujuan utama kerja sama an-

tara Indonesia dan Colombo Plan.

Implementasi Bantuan Luar Negeri In-
donesia

Indonesia dan Colombo Plan telah
bekerja sama sejak 2010, selama periode
tersebut mereka telah menyelenggarakan
17 program peningkatan kapasitas dengan
191 peserta dari 18 negara (Kemensetneg,
2025). Pada 2021, Indonesia memperkuat
kerja samanya dengan menandatangani

perjanjian berjudul “Arrangement Between

of The Minister of State Secretariat of The
Republic of Indonesia and The Colombo
Plan Secretariat on South-South and Trian-
gular Cooperation Programmes.” yang
kemudian diperpanjang hingga 2027 (Ke-
mensetneg, 2025). Dalam dokumen ini,
pemerintah Indonesia memperkuat kerja
sama di bidang Perubahan Iklim, Industri
Kecil dan Menengah, Pemberdayaan Per-
empuan, serta Inovasi dan Manajemen
Pengetahuan. Pelatihan yang diseleng-
garakan oleh Kementerian Sekretariat
Negara dari tahun 2021 hingga 2024 ada-

lah sebagai berikut:

No Nama Kegiatan Partisipan

1 Training of Trainers | Vietnam,

on Climate Field

Nepal,

Indonesia, Bang-

School (ToT-CFS) | ladesh, Sri Lanka,
Tahun 2021 & 2023 | dan Filipina
Filipina, Bhutan,

Bangladesh,  Sri
Lanka, Papua Nu-
gini, Myanmar, Ti-
mor Leste, Indo-

nesia, dan Nepal




The Innovation of
Women Owned
Small and Medium
Industry to Em-
power Community
during the Covid-19
Pandemic  Tahun
2021

Vietham, Malay-
sia, Bhutan, Paki-
stan, Laos, Sri
Lanka, Myanmar,
Maladewa, Indo-
nesia, Filipina,
Nepal, Bangla-
desh, dan India

South-South  and
Triangular Essen-
tial Training Pro-
gram on Provision
Climate Infor-
mation for Sectors
Tahun 2022

Vietnam, Bangla-
desh, Sri Lanka,
Papua Nugini, In-
donesia, Nepal,
Laos, dan Myan-

mar

Capacity Building
Program on En-
hancing the Devel-
opment of Small

Medium  Industry

Colombo Plan,
yaitu Arab Saudi,
Bangladesh, Fili-
pina, Indonesia,

Laos, Maladewa,

Tahun 2022 Malaysia, Nepal,
Pakistan, dan Sri
Lanka

Knowledge Sharing | Iran, Fiji, Indone-

Program on En-
hancing the Devel-
opment of Small
and Medium Indus-
try in Fostering In-
dustry Develop-
ment through Inno-
vation and Intellec-
tual Property Initia-
tive Tahun 2024

sia, Bhutan, Arab
Saudi, India, dan

Laos

6 Knowledge Sharing | Vietnam, Filipina,

Program on Library | Thailand, Sri
Transformation Lanka, Nepal, My-
Based on Social In- | anmar, Mal-

clusion Tahun 2024 | adewa, Malaysia,
Laos, Bhutan, dan

Bangladesh

7 | Capacity Build- | Fiji, Indonesia,
ing Program for | Bhutan, Iran,
Trainers on the | Maladewa, Fili-
Development of | pina, Laos, Ne-
Climate Services | pal, Malaysia,
for Sectors Ta- | dan Pakistan

hun 2024

Terdapat juga bantuan pengem-
bangan kapasitas yang diberikan secara
langsung kepada negara sasaran melalui
LDKPI meliputi:

No Nama Kegiatan Partisipan

1 Executive Train-| Timor Leste
ing on Customs
Modernization for
Timor-Leste Cus-
toms  Authority
(TLCA) Officers
Tahun 2023




2 Timor-Leste Fi- Timor Loste

nancial Manage-
ment Reform Pro-
gram: Penyiapan
Standar
Akuntansi
Pemerintah dan
Swasta tahun

2024 - 2027

3 | Bantuan Afghanistan
Dukungan Pen-
didikan Untuk
Mahasiswa Pas-
casarjana tahun

2022

4 Pelatihan Pening- | Afghanistan
katan Kapasitas
Pemangku

Kepentingan Bi-
dang Kesehatan
lbu dan Anak.

2022

Kementerian Sekretariat Negara
berperan sebagai inkubator yang men-
gidentifikasi kebutuhan negara peserta

program  Capacity Building.  Setiap

kegiatan diikuti 20 peserta yang mem-
presentasikan kondisi dan kebijakan
negara masing-masing. Pada akhir pelati-

han, setiap negara menyusun rencana aksi

untuk diimplementasikan di negaranya.
Rencana aksi ini menjadi motivasi dan ga-
gasan hasil pelatihan, yang implementa-
sinya dipantau oleh Pemerintah Indonesia
(Kemensetneg, 2025). Indonesia secara
aktif memajukan agenda pembangunan
global melalui Kerja Sama Selatan-Se-
latan, salah satunya dengan memfasilitasi
pelatihan peningkatan kapasitas. Dalam
pemberian bantuan luar negeri, Indonesia
mengarahkan potensi yang lebih besar un-
tuk menjadi proyek LDKPI (Kemensetneg,
2025). Upaya ini merupakan kontribusi
nyata Indonesia sebagai negara berkem-
bang yang tidak hanya menjadi penerima,
tetapi bantuan

juga penyedia pem-

bangunan.

KESIMPULAN

Pemberian bantuan luar negeri In-
donesia kepada negara anggota Colombo
Plan didasarkan pada UUD 1945, Pan-
casila dan GBHN yang kemudian menjadi
RPJMN/RPJPN. Dalam mengatur pem-
berian bantuan ini, Pemerintah melalui
Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor
67 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim
Koordinasi Nasional Pengembangan Se-
latan — Selatan. Bantuan yang diberikan In-
donesia kepada negara anngota colombo
plan berupa bantuan teknis yang ber-
bentuk pelatihan yang difasilitasi Indonesia
dan dikategorikan sebagai hibah, bukan
pendanaan secara langsung.

Dalam menanggapi kebijakan ini,
masyarakat cenderung bersifat inward-

looking. Meskipun pemahaman mereka



terhadap Kerja Sama Selatan-Selatan
(KSS) masih terbatas, survei menunjukkan
bahwa publik tetap mendukung program
tersebut karena diyakini dapat memberikan
kontribusi yang nyata bagi pembangunan
ekonomi Indonesia. Hal ini sejalan dengan
temuan Lowy Institute Indonesia Poll
(2021), di mana 80% responden menya-
takan bahwa pemberian bantuan kepada
negara berkembang merupakan prioritas
dalam agenda perdamaian Indonesia.
Dukungan ini merefleksikan keyakinan
publik bahwa bantuan luar negeri berfungsi
sebagai instrumen strategis untuk mem-
perkuat peran Indonesia dalam mem-
bangun stabilitas dan solidaritas global.

Kenaikan status Indonesia juga dari
Lower-Middle Income Country menjadi Up-
per-Middle Income Country merupakan
tonggak penting dalam transformasi dari
recipient country menjadi new emerging
donor di kawasan Selatan. Selain didukung
oleh kapasitas ekonomi yang semakin
menguat, Indonesia juga memiliki modal
sumber daya manusia yang kompeten me-
lalui sejumlah center of excellence di
berbagai bidang. Dukungan kelembagaan
semakin diperkuat dengan keberadaan
LDKPI yang berperan sebagai pengelola
dana abadi untuk mendanai kegiatan kerja
sama ini secara berkelanjutan.

Melalui Analisis two-level games
menunjukkan bahwa kebijakan bantuan In-
donesia kepada Colombo Plan berhasil
menyeimbangkan kepentingan domestik
dan internasional. Pada Level /I, dukungan

publik memberikan legitimasi, sedangkan

pada Level I, kerja sama digunakan se-
bagai instrumen strategis untuk memper-
luas pengaruh diplomatik dan ekonomi In-
donesia di kawasan Asia-Pasifik, sekaligus

mendukung pencapaian SDGs.
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